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PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL

PENGELOLA PERBATASAN

(Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 41 Tahun 2017,
tanggal 21 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
31 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola
Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri 31 Tahun 2010 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional
Pengelola Perbatasan sudah tidak sesuai dengan
Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perba-
tasan sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabu-
tan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
-Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Per-
batasan sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri 31 Tahun 2010 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional
Pengelola Perbatasan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
49186);

2. Undang-Undang-Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah-
an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 ten-
tang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEG-
ERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISA-
S| DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN
NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEBAGAIMA-
NA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG OR-
GANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP
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BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017
Pasal 1 MENTERI DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 REPUBLIK INDONESIA,
Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sek- ttd.
retariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan TJAHJO KUMOLO
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
| Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Peruba- Diundangkan di Jakarta
han Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun pada tanggal 22 Juni 2017
2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DIREKTUR JENDERAL )
Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan dicabut PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
dan dinyatakan tidak berlaku., KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 2 tid.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang- : WIDODO EKATJAHJANA
gal diundangkan. '
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- | {BN)

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempataannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS

ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 42 Tahun 2017,
tanggal 21 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Satuan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang : . Mengingat :

a. bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan ma- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
syarakat diperlukan anggota Satuan Perlindungan Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub-
Masyarakat yang profesional dan terampil dalam lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di la- han Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
pangan; 49186);

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan @ 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf hun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
a, perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas Republik Indonesia Nomor 5495);
anggota Satuan Perlindungan Masyarakat; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene- lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
tapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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